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ABSTRAK

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak hanya terjadi pada ranah hukum pidana
saja namun juga terjadi di ranah hukum perdata. Dalam konteks ini terjadi pada
dunia kenotariatan, yang dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai
Notaris. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Notaris X merupakan suatu
pelanggaran terhadap kode etik dan kode profesi Notaris, yang dimuat dan diatur
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Tujuan dari
penelitian ini adalah memahami dan menganalisa faktor-faktor penyebab Notaris
terkena sanksi jabatan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris, dan akibat hukum
bagi Notaris yang dikenai sanksi jabatan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus yakni mengacu pada

Putusan Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT. Hasil penelitian menunjukkan adanya
pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh kedua Notaris, dan sanksi
teguran tertulis sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 73 ayat (2)
Undang-Undang Jabatan Notaris. Kedua pelanggaran tersebut disebabkan oleh
faktor kelalaian, dan faktor ketidakcermatan dari Terlapor / Terbanding, sehingga
Notaris X dikenai sanksi jabatan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Notaris, Pembuatan Akta Yayasan, Perbuatan
Melawan Hukum.



ABSTRACT

Unlawful Acts (PMH) do not only occur in the realm of criminal law but also
occur in the realm of civil law. In this context, it occurs in the notarial world,
which is carried out by someone who is a notary by profession. Unlawful Acts
committed by Notary X is a violation of the code of ethics and professional code
of the Notary, which is contained and regulated in Law Number 2 of 2014
concerning Notary Positions. The purpose of this study is to understand and
analyze the factors that cause Notaries to be sanctioned by the Notary Central
Supervisory Council, and the legal consequences for Notaries who are subject to
office sanctions by the Notary Central Supervisory Council. This research method
uses a Case Study approach, which refers to Decision Number 235/G/
2019/PTUN.JKT. The results showed that there was a violation of Article 16
paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Position,
and a written warning sanction in accordance with the provisions contained in
Article 73 paragraph (2) of the Notary Position Act. The two violations were
caused by negligence, and the inaccuracy factor of the Reported Party /
Appellate, so that Notary X was subject to an office sanction by the Notary
Central Supervisory Council.

Keywords: Notary Responsibilities, Making Foundation Deeds, Unlawful Acts.
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